KABUPATEN LAHAT MENGALOKASIKAN BANTUAN SOSIAL
WARGA KORBAN KEBAKARAN
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Isi Berita:

Sejak tiga tahun terakhir, musibah kebakaran yang terjadi di Kabupaten Lahat
menjadi perhatian serius Dinas Sosial. Untuk meringankan beban korban kebakaran,
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini mengusulkan dana Bantuan Sosial (Bansos)
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terakhir, 10 unit rumah
hangus terbakar dikawasan Talang Banten, Kelurahan Pasar Lama.

Dinas Sosial mengusulkan Bansos melalui APBD Perubahan 2022 ini, dengan
kriteria kerusakan rumah berdasarkan kajian. Bansos tersebut berupa anggaran dan
jumlahnya berbeda-beda berdasarkan kondisi kerusakan rumah baik berat, sedang
maupun ringan. Besar bantuan mulai Rp500ribu hingga Rp25juta. “Data yang sudah kami
himpun, nantinya kami akan sampaikan untuk diajukan bantuan, perkara disetujui apa
tidak yang jelas kita ajukan saja dahulu,” kata Kepala Dinas Sosial Lahat, Ekman
Mulyadi, S.Sos, Rabu 17 Agustus 2022.

Dikatakan, Dinas Sosial akan melakukan pendataan terhadap jumlah kepala
keluarga yang menjadi korban kebakaran, termasuk pendataan yang dihimpun tahun
2022. “Data tahun 2022 nanti juga diusulkan pada tahun 2023,” ujarnya. Selain itu,
pihaknya pun fokus menyalurkan bantuan pasca bencana seperti pemberian pakaian,
sembako dengan cadangan yang cukup di logistik penyimpanan Dinas Sosial. “Cadangan
stok pasca bencana cukup untuk dua hari. Tahun ini disalurkan untuk korban kebakaran
sebelumnya,” katanya.

Syarat usulan korban kebakaran rumah yakni pernyataan dari Kades, KTP/KK
dan Surat Keterangan Kepolisian untuk memperkuat bukti kepemilikan rumah pasca
kebakaran. Langkah itu dilakukan supaya tidak terjadi fiktif bantuan. “Kami tak mau itu
terjadi, harus benar-benar akurat. Terutama syarat usulan dari korban kebakaran rumabh,

yaitu tadi surat dari kepolisian,” katanya.
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Sebelumnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Lahat telah menyalurkan
bantuan kepada 30 Kepala Keluarga. Bantuan sosial ini diserahkan kepada korban
musibah kebakaran rumah pada tahun 2020 lalu, yang diserahkan pada 30 Desember
2021. “Bantuan tahun 2021 lalu diserahkan langsung kerekening masing-masing korban,”
katanya.

Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, didampingi Bupati Banyuasin, H. Askolani
Jasi, mendatangi warga Desa Sungsang I, Kecamatan Banyuasin |1, Kabupaten Banyuasin
yang menjadi korban kebakaran. Bantuan yang diberikan Gubernur H. Herman Deru
untuk keluarga korban kebakaran di Sungsang, langsung disampaikan di hadapan para
korban. “Saya siap bantu per kepala keluarga Rp 5 Juta, tetapi bentuknya bantuan. Jadi
camat melalui bupati mengajukan surat ke Pemprov. Agar prosedurnya tidak salah dan
semakin cepat bisa semakin cepat bantuannya keluar,” kata Herman Deru.

Lanjutnya, bantuan ini dianggap memang belum cukup untuk melepaskan beban
para korban kebakaran. Akan tetapi, bantuan yang diberikan setidaknya menjadi obat
pelipur lara bagi para korban kebakaran. Bantuan berupa kebutuhan lain seperti peralatan
makan, selimut dan lainnya juga diberikan. Warga yang rumahnya hangus terbakar, juga
tidak pusing untuk mencari peralatan makan lagi.

“Saya juga merasa bangga dengan Bupati Banyuasin, karena sangat cepat
responnya ketika ada musibah yang terjadi di Sungsang ini. Karena saya sempat cemas
lantaran di Sungsang ini padat sekali. Bisa-bisa banyak sekali rumah yang terbakar,
untunglah warganya kompak jadi tidak sampai banyak rumah habis,” pungkas Herman
Deru.

Sedangkan Bupati Banyuasin H. Askolani Jasi mengungkapkan terima kasih
kepada Gubernur Sumsel, karena sudah bersedia membantu Pemerintah Kabupaten
Banyuasin untuk meringankan beban warga Sungsang yang saat ini tertimpa musibah.
“Adanya bantuan yang diberikan gubernur, dapat meringankan warga Sungsang. Bisa
dilihat sendiri, bagaimana sedikit terobati dengan adanya bantuan yang datang,” kata
Askolani
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Catatan:
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
menyebutkan:

Pasal 1 ayat (1)

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 24 ayat (3)

Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Belanja Daerah; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 55 ayat (1)

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:
a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Pasal 55 ayat (2)

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran
anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka
pendek.

Pasal 56 ayat (1)

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas
jenis:

a. Belanja Pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;

d. belanja subsidi;

e. belanja hibah; dan

f. belanja bantuan sosial.
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Pasal 63 ayat (1)

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f
digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara
terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan
terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pasal 63 ayat (2)

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan
bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima
bantuan telah lepas dan resiko sosial.

Pasal 63 ayat (3)

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD
sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan/Linda] [4]



